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A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap
perekonomian, meskipun demikian globalisasi juga menimbulkan dampak negatif
bagi masyarakat. Kemiskinan dan ketidak merataan dalam mendistribusi
pendapatan yang terjadi diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi kesempatan
dan lapangan pekerjaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan
ini nampak jelas dalam angakatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat
dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja. Kemiskinan, ketimpangan,dan
pengangguran adalah masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan oleh
pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi jumlah pengangguran
yang terus menerus bertambah adalah dengan cara mengirimkan tenaga kerja
Indonesia keluar Negeri.

Penempatan Tenaga kerja indonesia di luar negeri telah terjadi sejak
zaman Hindia Belanda sekitar tahun 1887. Banyak TKI(tenaga kerja Indonesia)
yang dikirim oleh pemerintah oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja
Disuriname, new Calidonia, Siam dan Sarawak. Di samping itu, banyak pula TKI
yang secara tradisional yang berangkat ke luar Negeri, terutama Ke Malasiya
untuk bekerja.! Setelah mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, tepatnya pada

3 juli 1947 menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga kementrian perburuhan

1 Agusmidah, Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, (Bogor. Ghalia indonesia , 2010), hal. 85.



dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui peraturan pemerintah No. 3 tahun
1947 dibentuk lembaga yang khusus mengurus lembaga perburuhan. Akan tetapi
kisruh politik yang slalu mewarnai pemerintah orde lama menyebabkan
permasalahan TKI tidak diberikan perhatian yang berarti, bahkan boleh
dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga berganti pemerintah dari orde lama ke
orde baru.?

Pada masa awal orde baru kementrian perburuhan diganti dengan
depertemen tenaga kerja, transmigrasi, dan koperasi sampai berahirnya kabinet
pembangunan III (tiga) sampai kabinent pembangunan IV (empat) lembaga ini
berubah menjadi depertemen tenaga kerja dan transmigrasi, sementara koperasi
membentuk kementriannya sendiri’. Penempatan TKI yang berdasarkan
kebijakan pemerintah Indonesia, baru terjadi pada tahun 1969, yang dilaksanakan
oleh depertemen perburuhan. Dengan dikeluarkannya PP No. 4 tahun 1970,
diperkenalkan program antar kerja antar daerah (AKAD), dam diperkenalkan
antar kerja antar negara (AKAN).*

Pasca reformasi, kebijakan pemerintah dalam memberdayakan pekerja
yang hendak bekerja ke luar Negeri dilaksakan melalui UU penempatan dan
perlindungan TKI diluar Negeri, yait UU No. 39 tahun 2004. Dengan

disahkannya UU No. 39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan TKI

2 Htt://duaribuan.wodrpres.com/2011/06/22/tenaga kerja indonesia 23 Desember 2016, Pukul
19.45
% 1bid
4 Agusmidah, Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, (Ghalia Indonesia , Bogor, 2010), hal. 85



diluar negeri, ini semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam mengatur dan melindungi TKI.

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor TKI (buruh migran)
terbesar di dunia. Negara favorit tujuan TKI untuk asia pasifik adalah Malasiya
yang terdata dalam BPS (Badan Pusat Statistik)® pada tahun 2013 sejumlah
368,899, kemudian pada tahun 2014 sejumlah 322,219, dan pada tahun 2015
sejumlah 228,142. Urutan berikutnya yaitu negara Taiwan, Hongkong, Korea
Selatan, Singapura dan Brunei darussalam. Kenyataan ini menuntut pemerintah
untuk memberi perlindungan terhadap TKI yang akan atau yang sedang bekerja
di luar Negeri.

TKI merupakan salah satu aset negara yang sering memberikan aset
devisa kepada Negara Indonesia. Hal ini tidak dapat disanggah, karena para TKI
sering disebut pahlawan devisa, namun sunnguh eronis, julukan sebagai pahlawan
devisa tidak sesuai dengan apa yang merka dapatkan, baik didalam Negeri sendiri
maupun diluar Negeri ditempat mereka bekerja. Salah satu permasalahan yang
sampai saat ini dihadapi pemerintah Indonesia sehubungan dengan TKI adalah
TKI illegal, pada masa perekrutan atau pada masa Pra-penempatan. TKI illegal
ini sering diartikan sebagai suatu perpindahan yang terjadi diluar norma aturan

Negara asal, transit dan tujuan.’

5> Adrian Sutendi, Hukum Perburuhan, (Sinar Girafrika, Bogor, 2009), hal. 236

® Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah TKI menurut Kawasan/Negara Penempatan
dan Jenis Kelamin. (Tahun 2013 dan 2015)

" Internasional Organization For Migration, Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia Gambaran
Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia dibeberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengan,
(jakarta, 2010), hal.16



Dari perspektif Negara tujuan, perpindahan termasuk: datang, tinggal
atau bekerja disuatu negara secara illegal. Artinya, migran tidak mempunyai
dokumen yang diperlukan sesuai peraturan imigrasi untuk masuk, tinggal dan
bekerja di suatu Negara pada saat itu. Dari perspektif Negara asal, migrasi illegal
terjadi pada saat seorang warga Negara dari suatu Negara menyeberang ke
perbatasan internasional tanpa dokumen perjalanan yang sah atau tidak
memenuhi persyaratan administrasi untuk berangkat ke negara tersebut.®

Secara umum TKI 7/legal telah melakukan pelanggaran hukum baik di
Indonesia maupun Negara tujuan. Pelanggaran tersebut sebagian besar
menyangkut dokumen. Hal tersebut menyalahi prosedur keberangkatan yang
sudah ditetapkan kedua negara perihal ketenagakerjaan. Disamping itu
pemalsuan data pribadi juga sering dilakukan untuk melancarkan proses birokrasi
dalam Negeri.

Adanya sejumlah penyalur 7/egal, berhasil melakukan perekrutan sejumlah
CTKI untuk diberangkatkan secara i/egal. Hal ini menunjukkan adanya sejumlah
pelanggaran yang menimbulkan korban dari pihak calon TKI. Beberapa contoh
kasus yang pernah terjadi diantaranya:

1. Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.SDA yang menyatakan bahwa terdakwa
Luis Maakh dan Tri Yulianti telah terbukti secara sah dan meyakinkn
bersalah melakukan tindak pidana. Tanpa hak turut serta menempatkan

warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar Negeri kepada 13 orang.

8ibid, hl 18



2. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN.Kfm. menyatakan bahwa terdakwa
Sefriadi Safroni Sinlaeloe terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah
melakukan tindak pidana. Turut serta menempatkan warga Negara Indonesia
untuk bekerja diluar negeri tanpa memenuhi syarat sesuai Perundang-

undangan.

Melihat kasus tesebut menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan
oleh oknum yang ingin memberangkatkan TKI i/egal keluar negeri secara non
prosedural . walaupun putusan telah dibacakan akan tetapi masih banyak kasus
yang menimpa para TKI yang akan bekerja keluar negeri. Pemerintah harus
mencegah praktek pengiriman TKI 7ilegal, karena sangat rentan terhadap
ekspoitasi dalam bentuk pelanggaran hak-hak kerja dan bisa juga dalam hak-hak
kemanusiaan seperti Auman trafficking serta mendapatkan perlakuan buruk
dinegara tersebut. Maraknya praktek penyaluran tenaga kerja ilegal keluar
Negeri. Seakan dibiarkan begitu saja tanpa ada kejelasan hukum yang ditegakkan
dan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia dipertanyakan. Dengan bukti,
masih banyaknya TKI 7//egal dan seakan tidak ada habisnya.

Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menjaga kehormatan
manusia dan sangat mencela penindasan sesama manusia. Islam sebagai agama
monoteisme juga merupakan agama yuwridis, Islam senantiasa mengkontruksikan
kerangka nilai norma tertentu pada ummatnya, agar slalu berperilaku dan
bertindak berdasarkan pada tata aturan hukum yang telah disepakati. Tata aturan
hukum dalam Islam tersebut ialah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari

Al-Qu’an dan Hadits yang disebut dengan syar’i.



Secara umum tujuan syar’7 dalam mensyariatkan hukum-hukumnya untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (daruri)
bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (Aajiyyat) dan kebaikan-
kebaikan manusia (tahsinayyat). Sehingga terwujudlah kemaslahatan manusia.’
Kemaslahan manusia menjadi sangat terganggu akibat dampak dari penyalur TKI
illegal yang sudah menimbulkan banyak kerugian terhadap negara dan
masyarakat, baik dari segi sosial dan ekonomi. Namun walaupun penyalur TKI
illegal merendahkan harkat martabat bangsa dan negara pemerintah belum
maksimal dalam memberantas pengiriman TKI 7//egal keluar negeri, hal tersebut
ditandai dengan masih maraknya kasus pengirman TKI i//egal keluar negeri dan
belum ada jera bagi para calo pengirim TKI i//egal.

Aturan dalam Islam dimaksudkan menjaga perilaku manusia agar tidak
melakukan tindak kriminal. Target yang ingin dicapai dari aturan tersebut adalah
tatanan kehidupan yang berkemanusian dan berkeadilan yang tentram sesuai
dengan konsep maqgasid al- syari’ah. Oleh karena itu dalam islam terdapat
beberpa macam aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan saksi
yang merupakan langkah represif dan preventif dalam mewujudkan tujuan
syari’at tersebut. Dengan adanya saksi yang tegas bagi pelanggar syara’
diharapkan seseorang tidak seenaknya berbuat jarimah. Harapan diadakannya
aturan dan hukuman bagi para pelaku jarimah tersebut adalah demi terwujudnya
kemaslahatan ummat. Dengan demikian tujuan hukum Islam ditegakkan untuk

melindungi lima hal, yang disebut dengan maslahah daruri, yaitu din (melindungi

® Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Figih, Cet 1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib,
(Semarang : Dina Utama, 1994) hal.310



agama), nafs (jiwa), nas/ (keturunan), ‘ag/ (akal) dan mal (harta).Allah berfirman

dalam surat an- Nisa’ ayat 587,
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. sesungguhnya Allah
adalah maha mendengar lagi maha melihat.

Maksud dari ayat diatas ialah mengenai keadilan bagi penegak hukum
dalam memutuskan sebuah hukum kepada para pihak yang berperkara tanpa
membedakan ras, agama, suku, kaya dan miskin Allah berfirman dalam surat al-

Ma’idah ayat 8!!.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan

Maksud ayat tersebut ialah taqwa dalam islam bukan hanya menjalankan
ibadah ritual saja. Tanpa keadilan sosial, tidak akan ada ketaqwaan . dalam
bidang sosial ‘ad/ dan ahsan merupakan konsep-konsep pokok didalam Al-

Qur’an.

10 Al-Qur’an dan Terjemahanya, Departemen Agama Republik Indonesia, tahun 2002 hal 113
1 1bid hal 144
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Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang

keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa,
melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan)
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah

untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak
kamu ketahui”.”?

Maksud ayat diatas, Allah SWT mengharamkan perbuatan yang keji, baik
yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak
manusia tanpa alasan yang benar.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis perlu
melakukan studi putsan kasus penyalur TKI 7//egal dan mengangkat menjadi
skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Tanpa Hak Turut Serta Menemptkan Warga Negara Indonesia Diluar Negeri
(Putusan Nomor 135/Pid B/2015/PN. SDA).

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah
dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan
sebagai berikut:

1. Tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga Negara Indonesia
diluar Negeri.
2. Sanksi tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga Negara

Indoneia diluar Negeri.

12 Al-Quran dan Terjemahan,Depertemen Agama Republik Indonesia
(Semarang:PT. Karya Toha Putra,1995) hal. 282.



3.

Pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan Nomer 135/Pid.
B/2015/PN.SDA.

Dasar hukum pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 135/Pid.B/2015/PN.SDA.
Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana tanpa hak turut serta
menempatkan warga Negara Indonesia di luar Negeri

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar masalah

ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan

batasan :

1.

Pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana tanpa hak turut seta
menempatkan warga Negara Indonesia di luar negeri putusan nomor
135/Pid.B/2015/PN.SDA.

Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim pengadilan
Negeri Sidoarjo Nomor 135/Pid.B/2015/PN.SDA.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka secara

lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan memfokuskan kepada

beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor
135/Pid.B/2015/PN.SDA. tentang tanpa hak turut serta menempatkan warga
negara Indonesia di luar Negeri

Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor
135/Pid.B/2015/PN.SD. tentang tanpa hak turut serta menempatkan warga

Negara Indonesia di luar Negeri
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D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-
penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Baik mengenai kekurangan
atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari
buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada
sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk
memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti lutfiati Rohima yang berjudul
“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri
Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” 13

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap calon

TKI atau TKI pada masa pra-penempatan, penempatan dan purna penempatan
nenurut Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan
perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri (PPTKILN). Guna untuk
mewujudkan terjaminnya hak-hak para TKI diluar Negeri sampai kembali
kerumah mereka masing-masing dan membandingkan bagai mana hukum positif
dan hukum Islam dalam memandang konsep perlindungan hukum terhadap TKI
yang bekerja di luar Negeri.

2. Skripsi yang disusun oleh Thsan dengan judul “Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia diluar Negeri : Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-udang

13 Siti lutfiati Rohima, Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri
Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, (“Skripsi--) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
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Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri”!4.

Penelitian ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap para calon TKI. Dengan cara menganalisis UU No.
39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indoneia dilur
negeri menurut hukum Islam.

Dengan demikian penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari
penelitian sebelumnya dan menjadi alasan yang cukup kuat bagi penulis bahwa
“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Turut Serta
Menemptkan Warga Negara Indonesia Diluar Negeri (Putusan Nomor 135/Pid
B/2015/PN. SDA) layak diakaji. Mengkaji tentang hukum pidana Islam terhadap
hukuman serta penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa hak turut serta
menempatkan warga negara Indonesia di luar Negeri dipengadilan Negeri
Sidoarjo yang perlu dianalisis lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor
135/Pid.B/2015/PN.SDA.
2. Untuk mengetahui analisi hukum pidana Islam tentang pertimbangan hukum

dalam putusan hakim tentang tindak pidana tanpa hak turut serta

14 Thsan, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri : Tinjauan Hukum Islam terhadap
Undang-udang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia diluar Negeri, (“Skripsi--), UIN Sunan Kalijaga, yogyakarta, 2009
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menempatkan warga negara Indonesia di luar negeri dalam putusan Nomor
135/Pid.B/2015/PN.SDA.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat sekurang-kurangnya
dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek kelilmuan (zeoritis), dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran
atau pedoman untuk menyusun Aipotesis penulisan berikutnya bila ada
kesamaan masalah ini dan memperluas &khazanah keilmuan, khususnya
tentang tindak pidana penyalur TKI Ji/legal yang menyebabkan kerugian
Negara dan kehidupan sosial bagi para calon TKI.

2. Aspek terapan praktis diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para
pihak yang terlibat dalam pengiriman TKI i//egal keluar Negeri, agar tidak
lagi terjadi penindasan sesama manusia dan agar menjadi masyarakat
khususnya pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk mejaga warga
Negaranya dari para mafia human transtiking dan dapat menjadi
pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang berkaitan
dengan TKI 7/legal khususnya para calo penyalur TKI 7/legal.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah pahaman
terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah
sebagai berikut:

1. Analisis hukum pidana Islam : menganalisis tentang syara’ yang berkaitan

dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya (uqubah),
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yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum fa’zir karena berkaitan
dengan tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga Indonesia
diluar Negeri yang mengakibatkan kejahatan kemanusia dan merugikan
Negara.

2. Putusan hakim terhadap sanksi pada kasus tindak pidana tanpa hak turut
serta menempatkan warga Indonesia di luar Negeri : yang dimaksud putusan
hakim pada kasus ini adalah sebuah keputusan yang sudah diputuskan di
Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 135/Pid. B/2015/PN.SDA tentang tindak
pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga Negara Indonesia diluar
Negeri.

Jadi maksud dari judul ini adalah untuk meneliti putusan pengadilan
negeri Sidoarjo Nomor 135/Pid.B/2015/PN.SDA mengenai pertimbangan hakim
yang digunakan untuk memutuskan sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa hak
turut serta menempatkan warga negara Indonesia di luar negeri kemudian
dianalisis dengan hukum pidana Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam

mengumpulkan data penelitiannya.'>

Agar dalam penyusunan skripsi ini
mencapai hasil yang maksimal, metode dalam penulisan yaitu:

1. Jenis Penelitian

15 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cet. 13, (Jakrta: PT. Rineka
Cipta, 2006), hal. 160.
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Penelitian ini termasuk katagori penelitian kepustakaan (/ibrary reseachr)
yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku dan data-data yang
diperoleh dari study pustaka, baik berupa buku maupun hasil penelitian terdahulu
dan dokumen-dokumen. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan
menelusuri pustaka-pustaka yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji oleh
penulis sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisa
berdasarkan data yang diperoleh tersebut.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana
tanpa hak turut serta menempatkan warga Negara Indonesia diluar Negeri dalam
putusan pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 135/Pid. B/2015/PN.SDA
3. Sumber Data

Untuk menapatkan data yang diperlukan dalam skripsi ini digunakan dua
sumber data, yaitu :

a. Sumber data primer : sumber primer dalam penelitian ini adalah putusan
pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 135/Pid. B/2015/PN. SDA.

b. Sumber sekunder : sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber
yang tidak langsung berfungsi sebagi pendukung terhadap kelengkapan
penelitian. Data yang dimaksud antara lain:

1) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

2) Abdur Rahman, 7indak Pidana dalam Syari’at Islam. Jakarta: Rineka Cipta,
1992.

3) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
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4) Abdurrahman Al Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, terj. Syamsuddin
Ramadlan. Bogor: Pustaka Thariqul 1zzah, 2002.
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4. Tehnik Pengumpulan Data
Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian sfudi kasus dan
dokumentasi, maka dari itu tehnik yang digunakan adalah dengan pengumpulan
data /iteratur, yaitu dokumen putusan pengadilan negeri Sidoarjo dan penggalian
bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan TKI illegal. bahan-
bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku yang ditulis oleh pakar
atau ahli hukum terutama oleh hukum pidana dan hukum pidana Islam.
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung
ditujukkan kepada kepada subjek penelitian melalui dokumen, atau melalui
berkas yang yang ada. Dokumen yang diteliti adalah putusan pengadilan negeri
Sidoarjo terhadap sanksi tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga
negara Indonesia di luar negeri dalam putusan Nomor 135/Pid. B/2015/PN.SDA.
5. Tekhnik Pengolahan Data
Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah,

berikut tahapan-tahapannya :
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Editing: melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh
secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, tentang kajian
hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana tanpa hak turut serta
menempatkan warga Negara Indonesia di luar Negeri dalam putusan
pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 135/Pid.B/2015/PN.SDA.

Organizing : penyusunan data secara sitematis mengenai kajian hukum
pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana tanpa hak turut serta
menempatkan warga Negara Indonesia di luar Negeri (study putusan
pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 135/Pid. B/2015/PN.SDA).

Analyzing : tahapan analsis terhaap data, kajian hukum pidana Islam
mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi tindak
pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga Negara Indonesia di luar
Negeri  dalam  putusan  pengadilan  Negeri  Sidoarjo = Nomor

135/Pid.B/2015/PN.SDA

6. Tehnik Analisis Data

Tekhnik analisis data yang diunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan

mendeskripsikan dalil-dalil dan data-data yang bersifat umum tentng sanksi
tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga Negara Indonesia diluar

Negeri ditarik kepada permaalahan yang lebih bersifat khusus dlam putusan

pengadilan Sidoarjo Nomor 135/Pid.B/2015/PN.SDA dan relevansinya dengan

hukum pidana Islam.
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I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam
Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Turut Serta Menempatkan Warga Negara
Indonesia di Luar Negeri (Putusan Nomor 135/Pid B/2015/PN. SDA)

Diperlukan adanya suatu sistematik pembahasan, sehingga dapat
diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari
beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan
Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian,
Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian,dan
Sistematika Pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakan di bab 1 adalah
untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan, untuk
mengetahui cakupan, batasan, dan metode yang di lakukan sehingga maksud dari
penulisan ini dapat dipahami.

Bab II menguraikan tinjauan umum atau landasan teori mengenai konsep
ta’zir dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian fa’zir, unsur-unsur
ta’zir, macam—macam Jjarimah ta ’zir, macam-macam hukuman fa’zir, dan
manfaat fa’zir, dan tindak pidana tanpa hak turut seta menempatkan warga
Negara Indonesia di Luar Negeri.

Bab III tentang penyajian data dari putusan pengadilan Negeri Sidoarjo,
Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana tanpa hak turut serta
menempatkan warga Negara Indonesia di Luar Negeri, landasan dan

pertimbangan hukum yang di gunakan oleh hakim pengadilan Negeri Sidoarjo.
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Bab IV menganalisis tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan
warga Negara Indonesia diluar Negeri menurut hukum pidana Islam dengan
pertimbangan hukum yang dijadikan oleh hakim dalam memutuskan sanksi
pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga
Negara Indonesia di luar Negeri dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan
kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan
dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan
tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk pengadilan Negeri Sidoarjo

dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.



